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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH "
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801};
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonemg
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurshan dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk {Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
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Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2921
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatenl Nganjuk
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2021 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
Nomor 7);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Nomor 9);
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor
19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024,

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. )

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.

b.

BAB1 : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan dan sistematika penulisan;

BABIl . HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana
Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja
pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat;
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c. BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional,
tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah,
dan program dan kegiatan;

d. BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan
pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BABV : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
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11.

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Perhubungan,;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Baron;

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Gondang;

. Kecamatan Jatikalen;

Kecamatan Kertosono;
Kecamatan Lengkong;
Kecamatan Loceret;
Kecamatan Nganjuk;

mm. Kecamatan Ngetos;

nn.

Kecamatan Ngluyu;
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0o. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom,;
ww, Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Palitik.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 3% Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 22

an sesuai dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM,

- AM.si.




LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024

RENCANA KERJA KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode
1 {satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis
lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Perangkat Daerah, adalah meliputi:

persiapan penyusunan;

oD

penyusunan rancangan awal;
penyusunan rancangan
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

perumusan rancangan akhir; dan

— e a0

penetapan.



Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD),
serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya
pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterangan:
«=+p» diperhatikan
=P dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801});
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633});

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh,;



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2012 Nomor 01 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk




(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 Nomor 8).

42, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

44 . Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023 Nomorl);

45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk;

46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Kabupaten Nganjuk;

47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam
perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan
anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.




1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten

Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Kecamatan Patianrowo untuk
periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan
Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026.

b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,
indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan
bidang urusan pemerintahan tahun 2024;

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2024; dan

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta

pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.
BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BABIII TUJUAN  DAN SASARAN PERANGKAT  DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
BABV PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu
fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun
Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya
sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /kegiatan 1

| UNSUR KEWILAYAHAN |
. KECAMATAN |

PROGRAM
| URUSAN

PENUNJANG
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

|  Target | Realisasi
| Kinerja
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. Program
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i
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i
| |
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Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar ~ Realisasi  Kinerja
SKPD
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Jumlah Laporan | 2 laporan 12 bulan
Capaian kinerja dan
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kinerja dan ikhtisar |

Realisasi Kinerja SKPD |
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Keuangan SKPD | [
Jumlah Orang yang 18 orang /
gaji dan | bulan
Tunjangan ASN
Jumlah

12 bulan

12 bulan

Laporan | 1laporan | 12 bulan

| Target Kinerja
| Hasil Program |
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‘Target Renja |

Perangkat
Daerah

Tahun (2022) ‘

6

12 bulan

12 bulan
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|
I
|
|
I
|
+

Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
(2022)

7

12 bulan

12 bulan
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|
l

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2022)

Tingkat
Realisasi (%)
Tahun (2022)
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100

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah)
Tahun 2022

! =
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Perkiraan realisasi capaian
target renstra perangkat
daerah s/d tahun berjalan

Realisasi
capaian }
program dan |
kegiatan s/d |
tahun
berjalan |
(tahun 2023) |

10=(5+7+9)

12 laporein

| 18 orang / 18 orang /: 100

bulan

1 laporan

Tingkat
capaian
realisasi
target
renstra (%) |

| 11=(10/4)

100 '
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Kegiatan Tahun Lalu (2022)

Target Renja |

Perangkat
Daerah

Tahun (2022) |
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Perkiraan realisasi capaian
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Tahun 1945,
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Daerah
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| Perkiraan realisasi capaian
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Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan II



Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja

dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja
i 8 291% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3. 66% < 75% Sedang
4. 51% < 65% Rendah
8. < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan
Penganggaran

Program Penunjang Urusan 33.11% Sangat Rendah
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
1. Ada beberapa kegiatan kurang | Terdapat risiko kurang | 1. untuk kedepanya agar
tepat dalam penganggaran, | tercapainya target kinerja lebih  tepat dalam
sehingga tidak maksimal dalam penganggaran
realisasinya 2. Memerintahkan PPTK
2. Ada beberapa kegiatan kegiatan untuk giat dalam
yang belum dilaksanakan oleh melaksankan kegiatan
PPTK sesuai dengan
anggaran
Program Penyelenggaraan 3.47% Sangat Rendah
Pemerintahan Dan  Pelayanan
Publik
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
Ada kegiatan kurang tepat dalam | Terdapat risiko kurang | Untuk Kkedepanya agar
penganggaran, sehingga tidak | tercapainya target kinerja lebih tepat dalam
maksimal dalam realisasinya penganggaran
Program Pemberdayaan 39.34% Sangat Rendah
Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
Ada kegiatan kurang tepat dalam | Terdapat risiko kurang | Untuk kedepanya agar
penganggaran, sehingga tidak | tercapainya target kinerja lebih tepat dalam
maksimal dalam realisasinya penganggaran




Program Koordinasi Ketentraman 15.01% Sangat Rendah

Dan Ketertiban Umum

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD

Banyak Kegiatan yang belum | Terdapat risiko kurang | Mengingatkan PPTK

dilaksanakan tercapainya target kinerja untuk segera

melaksanakan kegiatan,
agar serapan anggaran

dan kinerja target
terpenuhi
Program Penyelenggaraan Urusan 3.24% Sangat Rendah
Pemerintahan Umum
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
Banyak Kegiatan yang belum | Terdapat risike kurang | Mengingatkan PPTK
dilaksanakan tercapainya target kinerja untuk segera

melaksanakan kegiatan,
agar serapan anggaran
dan kinerja target
terpenuhi

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

12.69%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebjjakan Yang Diambil

Banyak Kepiatan yang belum
dilaksanakan

Terdapat risiko kurang
tercapainya target kinerja

Mengingatkan PPTK
untuk segera
melaksanakan kegiatan,
agar serapan anggaran
dan  kinerja target
terpenuhi

I

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan

Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan

dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai

dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.




2.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Kecamatan Patianrowo menggunakan analisis lingkungan strategis

(Analisis SWOT/ Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan

hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan {Strong)

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam
Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai
kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang
menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat
Kecamatan Patianrowo;

Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan
terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan dan para pejabat fungsicnal sehingga tercipta
suasana kerja yang kondusif dan nyaman,;

Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan
yang relatif cukup memadai untuk kelancaran
pelaksanaan tugas—tugas di Kecamatan;

SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang

pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1} Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;



2)

3)

4)

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin
dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang
diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kecamatan.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan,.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang {Opportunity)

1)

2)

3)

4)

Sistemm dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah
tertata dengan baik;

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan;

Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek
dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders),
termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;

serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1)

2)

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal
tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada

masyarakat.




Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)
Belum optimalnya |« Kepuasan » Keterbatasan sarana
sinergi masyarakat prasarana
penyelenggaraan terhadap pelayanan; pendukung
pemerintahan public masih kurang | pelayanan publik
kecamatan + Kekurang selarasan

*« Belum optimalnya| antara perencanaan

akuntabilitas dan penganggaran
kinerja kecamatan dengan
pertanggungjawaba

n dan evaluasi

kinerja  Perangkat

Daerah
Belum efektifnya |« Hubungan
koordinasi tugas | kelembagaan antar
umum perangkat  daerah
pemerintahan, belum efektif
pemberdayaan » Rendahnya

masyarakat dan desa | partisipasi

serta trantib masyarakat dalam
pembangunan

» Keterbatasan
kewenangan Camat
dalam  pembinaan

pemerintahan Desa

Penerapan atau |¢ Kurang tertibnya
implementasi tata | administrasi
kelola pemerintahan | pemerintahan desa

desa belum optimal.




Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan
di Kecamatan Patianrowo, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat
Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negen

dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan
baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka
diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau
evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,
tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi
juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijjakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan
(stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun

lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 2.3 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-
permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya
Kecamatan Patianrowo, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat
Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu
strategis pada Kecamatan Patianrowo, yaitu:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan
dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan
adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat,
maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang
kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang
ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan
non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi

Kabupaten Nganjuk;




2)

4)

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di
Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan
publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka
diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus
dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan
pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada
akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas

masyarakat;
Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan
organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar
pemerintahan di  wilayah Kecamatan  Patianrowo guna
mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan
berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program
pembangunan guna peningkatan Kkesejateraan masyarakat.
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik

serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.




Tabel 2.7
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2022

NIHIL

l l | ] | | !
Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2022




2.5. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah
membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan
analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya

berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:



(1)

(2)

(3)

(4}

Tabel 2.8

(G]]

{6]

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

{7)

(8

(9

(10)

{11)

‘ ”(‘1‘2]

PROGRAM PENUNJANG | Kec.P | Nilai SAKIP Kecamatan 75 nilai 3.313.122.794,00 | PROGRAM PENUNJANG | Kec.Patianro | Nilai SAKIP | 75 nilai 3.313.122.794,00
URUSAN PEMERINTAHAN | atianr URUSBAN PEMERINTAHAN | wo Kecamatan
DAERAH KABUPATEN/KOTA owo DAERAH KABUPATEN/KOTA
Porencansaan, Penganggaran, | Kec.P Jumlah Dokumen Perencanaan, | 12 10.942.000,00 Perencanuan, Penganggaran, | Kec.Patianro | Jumlah Dokumen | 12 10.942.000,00
dan Bvaluasi Kinerja Perangkat | atianr | Penganggaran, dan | dokumen dan Evaluasi Kinerja | wo Perencanaan, dokumen
Daerah owo Evaluasi Perangkat Daerah Penganggaran, dan
Evaluasi
Penyusunan Dokumen | Kec.P | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | 3.452.000,00 Penyusunan Dokumen | Kec.Patianre | Jumlah Dokumen | 4 3.452.000,00
Perencanaan Perangkat Daerah atianr | Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat | wo Perencanaan dokumen
oWQ Daerah Daergh Perangkat Daerah
Koordinasi dan  Penyusunan | Kec.P Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 4 laporan 3.452.000,00 Koordinasi dan Penyusunan | Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 4 laporan 3.452.000,00
Laporan Capaian Kinerja dan | atianr | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan | wo Capaian Kinerja dan
Ixhtisar Realisasi Kinerja SKPD owo SKFD dan Laporan Hasil Tkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil
Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat | Kec.P | Jumlah Laporan Evaluasi | 4 laporan 4,038.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat | Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 4 laporan 4.038.000,00
Daerah atianr | Kinerja Perangkat Daereh wo Evaluasi Kinerja
owo Perangkat
Adminiatrasi Keuangan | Kec.P | Jumiah Dokumen Administrast | 62 2.622.415.394,06 | Administrasi Keuangan | Kec.Patianro | Jumich Dokumen | 62 2.622.415.394,00
Perungkat Dasrah atianr | Keuangan Perangkat Daerah dokumen Perangkat Daerah wo Administrasi dokumen
owo Keuangan Perangkat
Dasrah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan { Kec.P Jumlah Qrang yang Menerima | 26 2.617.280.894,00 Penyediaan Gaji dan | Kec.Patianre | Jumlah Orang yang | 26 2.617.280.894,00
ASN atianr | Gaji dan Tunjangan ASN orang/bula Tunjangan ASN wo Menerima Gaji  dan | orang/bul
owo n Tunjangan ASN an
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kec.P Jumlah Dokumen | 17 1.956.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan | Kec.Patianro | Jumlah Dokumen | 17 1.956.000,00
atianr | Penatausahaan dan dokumen dan wOo Penatausahaan dan | dokumen
Pengujian/Verifikasi  Keuangan | ,gwo
SKPD Pengujian/Verifikasi  Keuangan Pengujian/Verifikasi Keunangan Pengnjian / Verifikasi
SKPD SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan  Penyusunan | Kec.P Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 laporan 1.467.000,00 Koordinasi dan Penyusunan | Kec.Patiantro | Jumlah Laporan | 1 laporan 1.467.000,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun | atianr | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Laporan  Keuangan  Akhir | wo Keuangan Akhir Tahun
SKPD owo Koordinasi Penyusunan Laporan Tahun SKPD SKPD dan laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Hasil Koordinasi
Penyusunan __ Laporan




Keuangan Akhir Tahun
SKFPD

Koordinasi dan  Penyusunan | Kec.P Jumlah Laperan Keuangan | 18 laporan 1.711.500,00 Koordinasi dan Penyusunan | Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 18 laporan | 1.711.500,00
Laporan Keuangan | atianr | Bulanan/Triwulanan/ Laporan Keuangan | wo Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | owo Semesteran SKPD dan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semester Bulanan/Triwulanan/
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan an SKPD Semesteran SKPD dan
Keuangan Laporan Koordinasi
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan /S
emesteran SKPD
Administrasi Kepegawalan | Kec.P Jumlah Dokumen Administrasi | 51 76.236.000,00 Administrasi Kepegawaian | Kec.Patianro | Jumlah Dokurmen | 51 76.236.000,00
Perangkat daerah atianr | Kepegawaian Perangkat | dokumen Perangkat daerah wo Administrasi dokumen
owo Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan | Kec.P Jumlah Unit Peningkatan Sarana | 1 unit 10.620.600,00 Peningkatan Sarana dan | Kec.Patianro | Jumlah Unit | 1 unit 10.620.000,00
Prasarana Disiplin Pegawai atianr | dan Prasarena Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai wo Peningkatan Sarana
owo dan Prasarana Disiplin
Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas | Kec.P | Jumlah Puket Pakaian Dinas | 1 paket 55.616.000,00 Pengadaan  Pakaian Dinas | Kec.Patianro | Jumlah Paket Pakaian | 1 paket 55.616.000,00
Beserta Atribut Kelengkapannya atianr | beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut | wo Dinas beserta Atribut
owo Kelengkapannya Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan | Kec.P Jumlah Pegawai Berdasarkan | 9 orang 5.000.000,00 Pendidikan dan  Pelatihan { Kec.Patianro | Jumilah Pegawai | 9 orang 5.000.000,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan | atianr | Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pegawai Berdasarkan Tugas | wo Berdasarkan Tugas
Fungsi owo Pendidikan dan Pelatihan dan Fungsi dan Fungsi yang
’ Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Sosialisasl Peraturan Perundang- | Kec.P Jumlah Orang yang Mengikuti | 9 orang 5.000.000,00 Sosialisasi Peraturan | Kec.Patianro | Jumlah Orang yang ! 9 orang 5.000.000,00
Undangan atianr | Sosialisasi Peraturan Perundang- Perundang-Undangan WO Mengikuti  Sosialisasi
L) Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
Administrasi Umum Perangkat | Kec.P Jumlah Dokumen Administrasl | 7 141.315.500,00 Administrasi Umum | Kec.Patianro | Jumiah Dokumen | 7 141.315.500,00
Daerah atianr | Umum Perangkat Daerah dokumen Perangkat Daerah w0 Administrast Umum | dokumen
owo Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi | Kec.P Jumlah Paket Komponen | 1 paket 20.693.200,00 Penyediaan Komponen Instalasi | Kec.Patianre | Jumlah Paket | 1 paket 20.693.200,00
Listrik /Penerangan Bangunan | atianr | Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan | wo Komponen Instalasi
Kantor owo Bangunan Kantor yang Kantor Listrik/Penerangan
Disediakan Bangunan Kantor yang
Disedigkan
Penyediaan Peralatan dan | Kec.P Jumlah Paket Peralatan dan | 1 paket 11.968.000,00 Penyediaan  Peralatan den | Kec,Patianre | Jumlah Paket | 1 paket 11,668.000,00
Perlengkapan Kantor atianr | Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor wo Peralatan dan
owo Disediakan Perlengkapan  Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik | Kec.P | Jumlah Paket Bahan Logistik | 1 paket 40.144.300,00 Penyediaan Bahan Logistik | Kec.Patianro | Jumlah Paket Bahan | 1 paket 40.144.300,00
Kantor atianr | Kantor yang Disediakan Kantor wo Logistik Kantor yang

owo

Disediakan




Penyediaan Barang Cetakan dan | KecP | Jumlah Paket Barang Cetakan | 1 pakst 18.100.0C0,00 Penyediaan Barang Cetakan | Kec.Patianro | Jumlah Paket Barang | 1 paket 18.100.000,00
Penggandaan atianr | dan Penggandaan YHENE dan Penggandaan wo Cetakan dan
owo Disediakan Penggandaan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.P Jumlah Laporan Fasilitasi | 1 laporan 6.700.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 1 laporan 6.700.000,00
atianr | Kunjungan Tamu wo Fasilitasi  Kunjungan
owWo Tamu
Penyelenggaraan Rapat | Kec.P Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 1 laporan 33.360.000,00 Penyelenggaraan Repat | Kec.Patianre | Jumlah Laporan ; 1 laperan 33.360.000,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD atianr | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan  Konsultasi { wo Penyelenggaraan Rapat
owo SKXPD SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip  Dinamis | Kec.P umlah Dokumen Penatausahaan | 1 dokumen | 10.350.000,00 Penateusahaan Arsip Dinamis | Kec.Patianro | umlah Dokumen | 1 10.350.000,00
pada SKPD atianr | Arsip Dinamis pada SKPD pada SKPD wo Penatausahaan Arsip | dokumen
owo Dinamis pada SKPD
Pengadasn Barang Milik Daerah | KecP | Jumlah Barang Mitik | 14 buah 113.320.200,00 Pengedean Barang Millk | Kec Patianro | Jumiah Barang | 14 buah 113.320.200,00
Penunjang Urusan Pemerintah | atianr | Daerah pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan | wo Miik  Dbaerah pada
Daerah owo Daerah pang disediakan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah
yang disediakan
Pengadaan Mebel Kec.P Jumlah  Paket Mehel wang | 7 unit 34.793.200,00 Pengadaan Mebel Kec.Patianro | Jumlah Paket Mebel | 7 unit 34.793.200,00
atianr | Disediakan wo yvang Disediakan
OwWo
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Kec.P Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | 7 unit 78.527.000,00 Pengadaan Peralatan dan | Kec.Patianro | Jumlah Unit Peralatan | 7 unit 78.527.000,00
Lainnya atianr | Lainnya yang Disediakan Mesin Lainnva wo dan Mesin Lainnya
owo yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang | KecP Jumlah Laporan Penyediaan | 34 123.950.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang | Kec.Patianre | Jumlah Laporan | 24 123.950.000,00
Urnsan Pemearintahan Dasrah atianr | Jasa Penunjang Urusan | laporan Urusan Pemerintaban Daerah wo Penyediaan Jasa | laporan
owo Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.P Jumlah Laporan Penyvedinan Jasa | 12 laporan | 81.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat | Kec.Patianro { Jumlah Laporan | 12 laporan { 81.700.000,00
atianr | Surat Menyurat Menyurat wo Penyediaan Jasa Surat
owo Menyurat
Penyediaan Jass Komunikasi, [ Kec.P Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan | 42.250.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, | Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 12 laporan | 42.250.000,00
Sumber Daya Air dan Listrik atianr | Komunikasi, Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Listrik wo Penyediaan Jasa
oW dan Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Pemelharaan Barang Milk | Kec.P Jumlah Barang Milik | 12 unit 224.,943.700,00 Pemeliharaan Barang Milik | Kec.Patianro | Jumlah Barang | 12 unit 224.943.7060,00
Daerah  Penunjang Urusan | atianr | Daerah pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan | wo Miiik Daerah pada
Pemerintaban Daerah oWo Daerah gang terpelihara Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Kec.P Jumlah Kendaraan Perorangan | 3 unit 56.507.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Kec.Patianro | Jumlah Kendaraan | 3 umnit 56.507.700,00
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | atianr | Dinas atau Kendarsan Dinas Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | wo Perocrangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas | owo Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang




Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Pemeliharaan Mebel Kec.P | Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 unit 6.000.000,00 Pemeliharaan Mebel Kec.Patianro | Jumlah Mebel yang | 3 unit 6.000.000,00
atianr wo Dipelihara
owo
Pemeliharaan Peralatan  dan | Kec.P Jumlah Peralatan dan Mesin | 5 unit 11.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan | Kec.Patianre | Jumlah Peralatan dan | 5 unit 11.000.000,00
Mesin Lainnya atianr | Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya wo Mesin  Lainnya yang
owo Dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Kec.P | Jumlah Gedung Kantor dan | 1 unit 151.436.000,00 Pemeliharaan fRehabilitasi Kec.Patianro | Jumlah Gedung Kantor | 1 unit 151.436.000,00
Gedung Kantor dan Bangunan | atianr | Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor dan Bangunan | wo dan Bangunan Lainnya
Lainnya owo Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya yang
Dipelihara/Dirchabilita
81
PROGRAM PENYELENGGARAAN | Kec.P | Persentase kegiatan | 83 % 59.592.850,00 PROGRAM Kec.Patianro | Persentase kegiatan | 83 % 59.592.850,00
PEMERINTAHAN DAN | atianr | pemerintahan dan pelayanan PENYELENGGARAAN wo pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK owo publik yang dilaksanakan PEMERINTAHAN DAN pelayanan publik yang
dengun tertib PELAYANAN PUBLIK dilaksanakan dengan
tertib
Koordinasi Penyelengguraan | Kec.P | Jumlah keglatan koordinast | 8 laporan | 41.696.150,00 Koordinasi Penyelenggarsan | Kec.Patianro | Jumlah kegiatan | 8 laporan | 41.696.150,00
Kegiatan Pemerintahan di | atianr | dengan perangkat vertikal Kegiatan Pemerintahan di [ wo koordinasi dengan
Tingkat Kecamatan owo Tingkat Kecamatan perangkat vertikal
Koordinasi/Sinergi Perencanaan | Kec.P Jumlah Laporan | 8 laporan 41.696.150,00 Koordinasi /Sinergi Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 8 laporan 41.696.150,00
dan Pelaksanaan Kegiatan | atianr | Koordinasi/Sinergi Perencanean Perencanasn dan Pelaksanaan | wo Koordinasi/Sinergi
Pemerintahan dengan Perangkat | owo dan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan dan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan Perangkat Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksanaan Kegiatan
Terkait Daerah dan Instansi Vertikal Vertikal Terkait Pemerintahan dengan
Terkait Perangkat Daerash dan
[nstansi Vertikal
Terkait
Koordinasi Pemeliharaan | Kec.P Jumilah kegiatan koordinsl /| 3 7.548.350,00 Koordinasi Pemeliharaan | Kec.Patianro | Jumlah keglatan | 3 7.548.350,00
Prasarana dan Barana | atianr | sinerg dengan kat | dokumen Prasarana dan Barana | wo koordinsl / sinerg | dokumen
Pelayanan Umum oWo Daerah terkalt pemeliharaan Pelayanan Umum dengan perangiat
sarana dan prasarana Daerah terkait
pemeliharaan sarana
dan prasarana
Koordinasi/ Sinergi dengan | Kec.P Jumlah Dokumen | 3 dokumen | 7.548.350,00 Koordinasi/Sinergi dengan | Kec.Patianro | Jumlah Dokumen 3 7.548.350,00
Perangkat Daerah  dan/atau | atianr | Koordinasi/Sinergi dengean Perangkat Daerah dan/atau | wo Koordinasi/Sinergi dokumen
Instansi Vertikal yang terkait | owo Perangkat Daerah  dan/atau [nstansi Vertikal yang terkait dengan Perangkat
dalam Pemeliharan Sarana dan Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Daerah dan/atau
Prasarana Pelayanan Umum dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Instansi Vertikal yang
Prasarana Pelayanan Umum Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan ;| Kec.P | Jumilah warga yang mendapat | 3 laporan 10.348.350,00 Pelak n Urusan | Kec.Patianro | Jumlah warga yang | 3 laporan | 10.348.350,00




Pemerintaban yang | atianr | pelayanan Pemerintaban yang [ wo mendapat pelayanan
Dilimpahkan Kepada Camat owo Dilimpahitan Kepada Camat
Pelaksanaan Urusan | Kec.P Jumlah Laporan Pelaksanaan | 3 laporan 10.348.350,00 Pelaksanaan Urusan | Kec.Patianro | Jumlah Laporan | 3 laporan 10.348.350,00
Pemerintahan yang terkait | atianr | Kewenangan Lain yang Pemerintahan yang terkait | wo Pelaksanaan
dengan Kewenangan Lain yang | owe Diimpahkan dengan Kewenangan Lain yang Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan Dilimpahkan Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN | Kec.P | Persontase Lembaga | 85 % 66.462.650,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN | Kec.Patianro | Persontase Lembaga | 85 % 66.462.650,00
MASYARAKAT DESA DAN | atianr | Kemasyarakatan MASYARAKAT DESA DAN | wo Kemasyarakatan
KELURAHAN owo Desa/Kelurahan yang aktif KELURAHAN Desa/Kelurahan yang
dalam Proses Pembangunan di aktif dalam Proses
Kecamatan Pembangunan di
Kecamatan
Koordinasi Kegiatan | Kec.P Jumlah kegiatan | 77 66.462.650,00 Koordinasi Kegiatan | Kec.Patianro | Jumilak kegiatan | 77 66.462.650,00
Pomberdayaan Desa atianr | pemberdapaan desa pang | lembaga/k Pemberdayuan Desa wa pemberdayaan desa | lembaga/
awo dilaksanakan emasgyara yang dilaksanakan kemasyar
katan akatan
Peningkatan Partisipasi | Kec.P Jumlah Lembaga | 77 20.097.800,00 Peningkatan Partisipasi | Kec.Patianro | Jumlah Lembaga | 77 20.097.800,00
Masyarakat dalam Forum | atianr | Kemasyarakatan yang | lembaga Masyarakat dalam Forum | wo Kemasyarakatan yang | lembaga
Musyawarah Perencanaan | owo Berpartisipasi dalam  Forum | kemasyara Musyawarah Perencanaan Berpartigipasi dalam | kemasyara
Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan | katan Pembangunan di Desa Forum Musyawarah | katan
Pembangunan di Desa Perencanaan
Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan | Kec.P Jumlah Dokumen Sinkronisasi { 20 46.364.850,00 Sinkronisasi Program Kerja dan | Kec.Patianro | Jumlah Dokumen | 20 46.364.850,00
Kegiatan Pemberdayaan | atianr | Program Kerja dan Kegiatan | dokumen Kegiatan Pemberdayaan | wo Sinkronisasi Program | dokumen
Masyarakat yang dilakukan oleh | owo Pemberdayaan Masyarakat yang Masyarakat yang dilakukan Kerja dan Kegiatan
Pemerintah den Swasta di Dilakukan oleh Pemerintah dan oleh Pemerintah dan Swasta di Pemberdayaan
Wilayah Kerja Kecamatan Swasta di Wilayah Kerja Wilayah Kerja Kecamatan Masyarakat yang
Kecamatan Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI | Kec.P Porsentase permasalahan | 66 % 31.306.700,00 PROGRAM KOORDINASI | Kec.Patianro | Persentase 66 % 31.306.700,00
KETENTENTRAMAN DAN | atianr | trantibum yang ditangani KETENTENTRAMAN DAN | wo permasalahan
KETERTIBAN UMUM owo KETERTIBAN UMUM trantibum yang
ditangani
Koordinasi Upaya | Kec.P Jumiah Laporan Hasil | 8 laporan 21.306.700,00 Hoordinasl Upaya | Kec.Patianre | Jumlah Laporan | 8 laporan | 31.306,700,00
Penyelonggaraan Ketentraman | atianr | Keordinasi Upaya Penyelenggaraan wo Hasil Koordinagsi
dan Ketertiban Umum owo Penyelenggaraan Ketentraman Ketentraman dan Ketertiban Upaya
dan Eetertiban Umum Umunm Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian | Kec.P Jumlah Laporan Hasil Sinergitas | 4 laporan 19.856.700,00 Sinergitas dengan Kepolisian | Kec.Patianre | Jumiah Laperan Hasil | 4 laporan 19.856.700,00
Negara Republik Indonesia dan | atianr | dengan Kepalisian Negara Negara Republik Indonesia dan | wo Sinergitas dengan
Instansi Vertika! Indonesia dan | owo Republik Indonesia, Tentara Instanei Vertikal Indonesia dan Kepolisian Negara
Instansi Vertikal D1 Wilayah Nasional Indonesia dan Instansi Instansi Vertikal Di Wilayah Republik Indonesia,
Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tentara Nasional

Indonesin dan Instansi




Vertikal di  Wilayah
Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan | Kec.P Jumlah Laporan Pelaksanaan | 4 laporan 11.450.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan | Kec.Patianro | Jumlah Laporen | 4 laporan 11.430.000,00
Tokoh Agama dan  Tokoh | atianr | Harmonosasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh | wo Pelaksanaan
Masyarakat owo Tokoh  Agama dan  Tokoh Masyarakat Harmonosasi
Masyarakat Hubungan dengan
Tokoh  Agama dan
Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN | Kec.P | Persentase Lembaga/Organisasi | 81 % 94.725.000,00 PROGRAM Kec.Patianro | Persentase 81 % 94.726.000,00
URUSAN PEMERINTAHAR | atianr | Masyaraskat yang Aktif PENYELENGGARAAN URUBAN | wo Lembaga/Organisasi
UMUM owo Penyelenggataan Pemerintahan PEMERINTAHAN UMUM Masyarakat yang Aktif
di Eecamatan Penyelenggarsan
Pemerintahan di
Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan | KecP | Jumilah wargae/lembaga pang | 350 eorang | 94.725.000,00 Penyelenggaraan Urusan | Kec Patianro | Jumliah as0 94.725.000,00
Pemerintahan Umum sesual | atianr | menglkuti nogn Pemerintahan Umum seawai | wo warga/lembaga pang | orang
Penugasan Kopala Daerah owo wawasan kebangsan Penugasan Kepala Daerah mangikuti pembinaan
wawasan kebangsan
Pembinaan Wawasan | Kec.P | Jumlah Orang yang Mengikuti | 250 orang 94.725.000,00 Pembinaan Wawasan | Kec.Patianro | Jumlah Orang yang | 250 orang | 94.725.000,00
Kebangsaan dan  Ketahanan | atianr | Pembinaan Wawasan Kebangsean dan Ketahanan | wo Mengikuti Pembinaan
Nasional dalam Rangka | owo Kebangsaan dan  Ketahanan Nasional dalam Rangka Wawasan Kebangsaan
Memantapkan Pengamalan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan dan Ketahanan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Memantapkan Pengamalan Pancesila, Pelaksanaan Nasional dalam rangka
Undang Dasar Negara Republik Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang-Undang Dasar Negara Memantapkan
Indonesia Tahun 1945, Undang Dasar Negara Republik Republik  Indonesia Tahun Pengamalan Pancasila,
Pelestarian Bhinneka Tunggal tka Indonesia Tahun 1945, 1945, Pelestarian Bhinneka Peleksanaan Undang-
Serta Pemertahanan dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Tunggal lka Serta Undang Dasar Negara
Pemeliharaan Keutuhan Negara serta Pemertahanan dan Pemertahanan dan Republik Indonesia
Kesatuan Republik Indonesia Pemeliharaan Keutuhan Negara Pemeliharaan Keutuhan Negara Tahun 1945,
Kesatuan Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia Pelestarian  Bhinncka
Tunggal Ika  serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesis
PROGRAM PEMBINAAN DAN | Kec.P | Porsentase Desa/Kelurahan | 80 % 58.923.950,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN | Kec.Patianro | Persentase 80 % 58.923.950,00
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | atianr | Cepat Berkembang PENGAWASAN wo Desa/Kelurahan
DESA owo PEMERINTAHAN DESA Copat Borkembang
Fasilitasi, Rekomendasi dan | Kec.P | Jumiah Desa/Kelurahan Cepat | 99 £8.923.950,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan | Kec Patianro | Jumiah 99 58.923.960,00
Koordinae! Pembinean dan | atianr | Berkembang dokumen Koordinasi Pembinaan dam | wo Desa/Kelurahan dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa | owo Pongawasan Pemerintahan Cepuat Berkembang
Desa
Fasilitasi  Administrasi Tata | Kec.P | Jumlah Dokumen yang | 66 50.225.600,00 Fasilitasi Administrasi Tata | Kec.Patianre | Jumlah Dokumen yang | 66 50.225.600,00
Pemerintahan Desa atianr | Difasilitagi dalam rangka | dokumen Pemerintahan Desa wo Difasilitasi dalam | dokumen
owo Administrasi Tala Pemerintahan rangka  Administrasi
Desa Tata Pemerintahan

Desa




Fasilitasi Penvusunan | Kec.P Jumlah Dokumen Fasilitasi | 3 doknmen | 8.698.350,00 Fasilitasi Penyusunan | Kec.Patianre | Jumlah Dokumen | 3 8.698.350,00
Perencanaan Pembangunan | atianr | dalam  rangka  Perencanaan Perencanaan Pembangunan | wo Fasilitasi dalam rangka | dokumen
Partisipatif owo Pembangunan Partisipatif Partisipatif Perencanaan

Pembangunan

Partisipatif

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023




3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku Kkepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta
keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan
pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan Kkesesuaiannya dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel
berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

(i) (2) 3) (4) (5] (6)
sistem drainase yang; Tepi Jalan Raya Verifikasi
menjadi  Kewenangan | PG. Lestari Perangkat
Kabupaten Rw.01 s/d Daerah

RW.08 Desa
Patianrowo, Kab.
Nganjuk
sistem drainase yang | Batas Desa Verifikasi
menjadi  Kewenangan | antara Desa Perangkat
Kabupaten Pecuk dan Desa Daerah
Patianrowo, Kab.
Nganjuk
Pembangunan, Desa Bukur, Verifikasi
Rehabilitasi, Kab. Nganjuk Perangkat
Rekontruksi, Daerah
Pemeliharaan  Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
(Poros Desa/Poros
antar desa) dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten
Pembangunan, Dusun Verifikasi
Rehabilitasi, Sugihwaras, Perangkat
Rekontruksi, Kab. Ngarnjuk Daerah
Pemeliharaan  Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
(Poros Desa/Poros
antar desa} dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten
Pembangunan, jalan mawar Il Verifikasi
Rehabilitasi, dusun termas Perangkat
Rekontruksi, babadan, Kab. Daerah
Pemeliharaan Kondisi | Nganjuk
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten




(Poros Desa/Poros
antar desa) dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten

Pembangunan,
Rehabilitasi,
Rekontruksi,
Pemeliharaan  Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
{Poros Desa/Poros
antar desa) dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten

Desa Rowomarto
Kab. Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah

Pembangunan,
Pengadaan,
Rehabilitasi,
Pemeliharaan APILL
(Traffic light),Rambu
rambu lalu lintas,
guadraill, marka,cermin
tikungan, RPPJ, PJU
(lampu penerangan
Jalan ruas Kabupaten)

Jalan PU
Rowosari Desa
Rowomarto,

Kab. Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah

Pembangunan,
Rehabilitasi,
Rekontruksi,
Pemeliharaan Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
(Poros Desa/Poros
antar desa) dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten

Jl. Mplasemen
Pisang - Lestari ,
Kab. Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah

Pembangunan,
Rehabilitasi,
Rekontruksi,
Pemeliharaan  Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
(Poros Desa/Poros
antar desa) dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten

Jl.  Mplasemen
Pisang - Lestari ,
Kab. Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah

Pembangunan,
Rehabilitasi,
Rekontruksi,
Pemeliharaan Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
(Poros Desa/Poros
antar desa) dan Jalan
Paving Kewenangan
Kabupaten

Dusun
Glagahan, Kab.
Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah

sistem drainase yang
menjadi Kewenangan
Kabupaten

Dusun  Pecuk,
Kab. Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah

Pembangunan,
Rehabilitasi,
Rekontruksi,
Pemeliharaan Kondisi
Jalan dan jembatan
kewenangan Kabupaten
(Poros Desa/Poros

Dusun Jenar-
Dusun Sukorejo,
Kab. Nganjuk

Verifikasi
Perangkat
Daerah




antar desa) dan Jalan

Paving Kewenangan

Kabupaten

sistem drainase yang | Desa Ngepung, Verifikasi
menjadi Kewenangan | Kab. Nganjuk Perangkat
Kabupaten Daerah

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023




BAB 111
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1, Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan
nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan
(Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023
menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap
tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah

kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Dacrah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah” Meningkatnya sinergitas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan®, adapun sasaran
yang akan dicapai adalah “Meningkatkan reformasi birokrasi Perangkat

Daerah”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:




Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan

Data
Capaian Target Kinerja
No. Tujuan Sasaran Indikator Satuan Tahun Tujuan/Sasaran
Awal
2022 2024 2025 2026
(1) (2) (3) 4 (S) (6) (7) {8) 9)
1. | Meningkatnya - Indeks sinergitas Nilai 63,16 60 62 64
sinergitas penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan di
kegiatan pemerintahan Kecamatan
di Kecamatan
Meningkatkan Indeks Kepuasan Nilai 91,15 92 92 a3
kualitas Pelayanan | Masyarakat (IKM)
Administrasi Pelayanan Administrasi
Terpadu Terpadu Kecamatan
Kecamatan (PATEN])
(PATEN)
Meningkatkan Persentase penurunan % N/A 10 10 10
Ketentraman dan pelanggaran
Ketertiban di ketentraman dan
Wilayah Kecamatan | ketertiban umum di
wilayah Kecamatan

Sumber: Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026




Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal
yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk
mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu
pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Patianrowo dalam

menjalankan pemerintahan yang meliputi beberapa aspek yaitu :

Aspek penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Aspek Penyelenggaraan Tugas Atribut

Aspek Pelaksanaan Tugas Delegatif

Aspek Inovasi/Kreativitas Kecamatan Pada Segala Aspek Penilaian

Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan

Mg gl 9B

Aspek Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dan ketujuh aspek tersebut terangkum menjadi 4 (empat) sasaran
perangkat daerah dengan indicator sasaran yang dapat diukur dan
diketahui hasilnya melalui penilaian sinergisitas yang dinilai oleh TIM
PENILAI dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
Kab.Nganjuk yang dilakukan setiap tahunnya.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun
2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta
mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Kecamatan Patianrowo pada tahun 2024:

No Program /Kegiatan/Sub Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya




No

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait

dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
di Desa

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif




3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025, telah dirumuskan tema pembangunan daerah
dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2023, yaitu “Pemulihan
Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis
Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung
Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas”

Tema  tersebut selanjutnya  dijabarkan dalam  prioritas
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu
strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan  gender,

pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor
unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan
masyarakat;
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan,
sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana
dasar permukiman;
Peningkatan ketahanan bencana; dan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan

pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
Upaya pencapaian target TPB/SDG’s menjadi  prioritas
pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan
perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Target-target TPB/SDG’s di tingkat nasional telah
sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang

terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.




Tabel 2.6
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
ten Nganju

NIHIL

| l

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk

3.3.3. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik
terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan
ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020
mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya
beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis.
Kebijjakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada
tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi
antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas
ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan
protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif
dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan
berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity
diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi
COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Penanganan dampak inflasi

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya
dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah

sebagaimana tabel berikut:



KECAMATAN PATIANROWO KAB. NGANJUK TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Patianrowo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Patianrowo

Perangkat
P Prakiraan Praki Maju R Tahun Daarals
Urusan / Indikator Target ?:‘:ph:,: Capaian Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan “'2':,«2;“““ Penanggu
N od Bi;ia.ng Urua.;n Eogmm 4 p.:ﬂkhog RENJA ;GEE; ng Jawab
o Kode Program Kegiatan e
e OFPD »
Kegiatan / Sub Sub Renstra OPD o Prioritas Kelomp Indikatif
Kegiatan Kegiatan oPD T Tahun e Pagu (g‘;"““" Lokasi | Shmber ok Target &)
2023 Nasional Daerah ran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Patianrowo 3.624.133.944,00 3.962.365.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN 3.624.133.944,00 3.962.365.000,00
01 KECAMATAN 3.624.133.944,00 3.962.365.000,00
1 o1 | o1 PROGRAM Nilai SAKIP 79Nilai 75 Nilai 3.313.122.794,00 77Nilai 3.456.615.000,00
PENUNJANG Kecamatan T5Nilai 73Nilai
URUSAN 100Nilai lOO!Ii.{m
PEMERINTAHA T5Nilai 73Nilai
N DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
01 01 2.01 Perencanaan, Jumlah - 12 10.942.000,00 Memperkuat | PP7 - - 11.000.000,00
Penganggaran, Dokumen Dokumen St;l:i:;t;a " znmgkumn
dan Evaluasi Perer Aan Pol arnl tentraman,
Kinerja " am Dan Ketertiban
Perangkat Penganggara Transformas | Umum dan
Daerah n, i Pelayanan peningkatan
Evaluasi Publik kualitas
Kinerja pelayanan
Perangkat publik bagi
Dlerlii'k;ang pAR f 3 § ] Masyarakat di
disusun A r'(‘ OR D’N & SI l Jawa Timur
Meningkatkan
N Peijbat ] d4raf tata kelola
sed L s P3ra pemerintahan
a ) dan pelayanan
1 & publik dengan
g teknologi
« ) informasi e~
2 ' gov)
01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah o ‘
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun

2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat

Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan...

Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.1

No. { Prioritas Daerah Alokasi (2024)
Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Target
No. | Sasaran L Alokasi 2024 (Rp)
Kinerja 2024
1. | Meningkatkan Indeks 92 3.498.102.244
kualitas Pelayanan Kepuasan
Administrasi Terpadu | Masyarakat
Kecamatan (PATEN) (IKM)
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
2. | Meningkatkan Persentase 10 126.031.700
Ketentraman dan penurunan
Ketertiban di Wilayah | pelanggaran
Kecamatan ketentraman

dan ketertiban
umum di
wilayah

Kecamatan




Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

3.313.122.

PENUNJANG Kecamatan 794,00 nrowo
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA -
Perencanaan, Jumlah Dokumen 12 dokumen 10.942.000 | Kec.Patia
Penganggaran, dan | Perencanaan, ,00 nrowo
Evaluasi Kinerja | Penganggaran,
Perangkat Dacrah dan Evaluasi
Penyusunan Jumlah Dokumen 4 dokumen 3.452.000,0 | Kec.Patia
Dokumen Perencanaan Q nrowo
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Koordinasi dan | Jumlah Laporan 4 laporan 3.452.000,0 | Kec.Patia
Penyusunan Laporan | Capaian Kinerja dan 0 nrowo
Capaian Kinerja dan | [khtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi | Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan 4 laporan 4.038.000,0 | Kec.Patia
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 0 nrowo

Perangkat
Administrasi Jumlah  Dokumen 62 dokumen 2.622.415. | Kec.Patia
Keuangan Perangkat | Administrasi 394,00 nrowo
Daerah Keuangan

Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang | 26 orang/bulan 2.617.280.8 | Kec.Patia
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 94,00 nrowo

Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen 17 dokumen 1.956.000,0 | Kec.Patia
Penatausahaan dan Penatausahaan 0 nrowo
Pengujian/Verifikasi | 0%
Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi

Keuangan SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Laporan 1 laporan 1.467.000,0 | Kec.Patia
Penyusunan Laporan | Kenangan Akhir 0 nrowo
Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Laporan 18 laporan 1.711.500,0 | Kec.Patia
Penyusunan Laporan | Keuangan 0 Nnrowo
Keuangan Bulanan/Triwulanan
Bulanan/Trivulanan |/ Semesteran SKPD
/Semesteran SKPD dan Laporan

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulanan

/ Semesteran SKPD
Administrasi Jumilah  Dokumen 51 dokumen 76.236.000 | Kec.Patia
Kepegawailan Administrasi ,00 nrowo
Perangkat daerah Kepegawaian

Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana | Jumlah Unit 1 unit 10.620.000, | Kec.Patia
dan Prasarana | Peningkatan Sarana 00 nrowo




Disiplin Pegawai dan Prasarana
Disiplin Pegawai
Pengadaan  Pakaian | Jumlah Paket 1 paket 55.616.000, | Kec.Patia
Dinas Beserta Atribut | Pakaian Dinas 00 Nrowo
Kelengkapannya beserta Atribut
Kelengkapan
Pendidikan dan | Jumlah Pegawai 9 orang 5.000.000,0 | Kec.Patia
Pelatihan Pegawai { Berdasarkan  Tugas 0 Nrowo
Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang
dan Fungsi Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan | Jumlah Orang yang 9 orang 5.000.000,0 | Kec.Patia
Perundang-Undangan | Mengikuti Sosialisasi 0 nrowo
Peraturan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum | Jumlah  Dokumen 7 dokumen 141.315.50 | Kec.Patia
Perangkat Daerah Administrasi Umum 0,00 nrowo
Perangkat Daerah
Penyediaan Jumiah Paket 1 paket 20.693.200, | Kec.Patia
Komponen Instalasi | Komponen Instalasi 00 Irowo
Listrik /Penerangan Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket 1 paket 11.968.000, | Kec.Patia
dan Perlengkapan | Peralatan dan 00 nrowo
Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah Paket Bahan 1 paket 40.144.300, | Kec.Patia
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 00 Nrowo
Disediakan
Penyediaan  Barang | Jumlah Paket Barang 1 paket 18.100.000, | Kec.Patia
Cetakan dan | Cetakan dan o0 Nrowo
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan 1 laporan 6.700.000,0 | Kec.Patia
Tamu Fasilitasi Kunjungan 0 Nrowo
Tamu
Penyelenggaraan Jumlah Laporan 1 laporan 33.360.000, | Kec.Patia
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan 00 nrowo
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip | umlah Dokumen 1 dokumen 10.350.000, | Kec.Patia
Dinamis pada SKFD Penatausahaan Arsip 00 nrowo
Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang : Jumiah 14 buah 113.320.20 | Kec.Patia
Milik Daerah | Milik Daerah pada 0,00 nrowo
Penunjang Urusan | Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah | yang disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 7 unit 34.793.200, | Kec.Patia
yang Disediakan 00 nrowo
Pengadaan Peralatan | Jumlah Unit 7 unit 78.527.000, | Kec.Patia
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin 00 nrowo
Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 24 laporan 123.950.00 | Kec.Patia
Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa 0,00 nrowo
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 laporan 81.700.000, ! Kec.Patia
Surat Menyurat Penyediaan Jasa 00 nrowo
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 laporan 42.250.000, | Kec.Patia
Komunikasi, Sumber | Penyediaan Jasa 00 nrowo
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yvang Disediakan
Pemeliharaan Jumlah Barang 12 unit 224.943.70 | Kec.Patia
Barang Milik Daerah | Milik Daerah pada 0,00 nrowo

Penunjang  Urusan

Perangkat Daerah




Pemerintahan
Daerah

yang terpelihara

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah  Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

3 unit

56.507.700,
00

Kec.Patia
Nnrowo

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel yang
Dipelihara

3 unit

6.000.000,0
0

Kec.Patia
nrowa

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

5 unit

11.000.000,
00

Kec.Patia
nrowao

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilit
asi

1 unit

151.436.00
0,00

Kec.Patia
Nrowo

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase kegiatan
pemerintahan dan
pelayanan publik
yang dilaksanakan
dengan tertib

83 %

59.592.850
00

Kec.Patia
Nrowo

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumiah kegiatan
koordinasi dengan
perangkat vertikal

8 laporan

41.696.150
,00

Kec.Patia
Nrowo

Koordinasi/ Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal
Terkait

Jumilah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal
Terkait

8 laporan

41.696.150,
00

Kec.Patia
Nrowo

Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana dan
Sarana Pelayanan
Umum

Jumlah keglatan
koordinsi / sineryg
dengan perangkat
Daerah terkait
pemeliharaan
saqrana

prasarana

dan

3 dokumen

7.548.350,
00

Kec.Patia
Nnrowo

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang
terkait dalam
Pemeliharan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum

3 dokumen

7.548.350,0
0

Kec.Patia
nrowo

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan Kepada
Camat

Jumlah warga yang
mendapat pelayanan

3 laporan

10.348.350
,00

Kec.Patia
Nrowo

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan  yang
terkait dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

Jumlah
Pelaksanaan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

Laporan

3 laporan

10.348.350,
00

Kec.Patia
Nrowo

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Persentase lembaga
kemasyarakatan
Desa/Kelurahan
yang aktif dalam
proses

pembangunan di

66.462.650

Kec.Patia
nrowo

Koordinasi Kegiatan

Kecamatan
Jumlah Kegiatan

77

66.462.650

Kec. Patia




Pemberdayaan Desa | pemberdayaan desa | lembaga/kemasy ,00 Nrowo
yang dilaksanakan arakatan
Peningkatan Jumlah Lembaga 77 lembaga 20.097.800, | Kec.Patia
Partisipasi Kemasyarakatan yang | kemasyarakatan 00 nrowo
Masyarakat dalam | Berpartisipasi dalam
Forum Musyawarah | Forum Musyawarah
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di | Pembangunan di
Desa Desa
Sinkronisasi Program | Jumlah Dokumen 20 dokumen 46.364.850, | Kec.Patia
Kerja dan Kegiatan | Sinkronisasi Program 00 Nrowo
Pemberdayaan Kerja dan Kegiatan
Masyarakat vang | Pemberdayaan
dilakukan oleh | Masyarakat yang
Pemerintah dan | Dilakukan oleh
Swasta di Wilayah | Pemerintah dan
Kerja Kecamatan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
PROGRAM Persentase 66 % 31.306.700 | Kec.Patia
KOORDINASI permasalahan ,00 Nnrowo
KETENTRAMAN DAN | trantibum yang
KETERTIBAN UMUM | ditangani
Koordinasi Upaya | Jumiah Laporan 8 laporan 31.306.700 | Kec.Patia
Penyelenggaraan Hasil Koordinasi ,00 nrowo
Ketentraman dan | Upaya
Ketertiban Umum Penyelenggaraan
Ketentraman  dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan | Jumlah Laporan 4 laporan 19.856.700, | Kec.Patia
Kepolisian Negara | Hasil Sinergitas 00 nrowo
Republik  Indonesia | dengan Kepolisian
dan Instansi Vertikal | Negara Republik
Indonesia dan | Indonesia, Tentara
Instansi Vertikal Di | Nasional Indonesia
Wilayah Kecamatan dan Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan
Harmonisasi Jumlah Laporan 4 laporan 11.450.000, | Kec.Patia
Hubungan dengan | Pelaksanaan 00 nrowo
Tokoh Agama dan | Harmonosasi
Tokoh Masyarakat Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
PROGRAM Persentasge 81 % 94.725.000 | Kec.Patia
PENYELENGGARAAN : Lembaga/Organisasi ,00 nrowo
URUSAN Masyarakat yang
PEMERINTAHAN Aktif
UMUM Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan
Penyelenggaraan Jumlah 250 orang 94.725.000 | Kec.Patia
Urusan warga/lembaga ,00 nrowo
Pemerintahan yang mengikuti
Umum sesuai | pembinaan
Penugasan Kepala | wawasan
Daerah kebangsan
Pembinaan Wawasan | Jumlah Orang yang 250 orang 94.725.000, | Kec.Patia
Kebangsaan dan | Mengikuti Pembinaan 00 nrowo
Ketahanan Nasional { Wawasan
dalam Rangka | Kebangsaan dan
Memantapkan Ketahanan Nasional
Pengamalan dalam rangka
Pancasila, Memantapkan
Pelaksanaan Undang- | Pengamalan
Undang Dasar Negara | Pancasila,
Republik  Indonesia | Pelaksanaan Undang-
Tahun 1945, | Undang Dasar Negara
Pelestarian Bhinneka | Republik  Indonesia
Tunggal [ka Serta | Tahun 1945,
Pemertahanan dan | Pelestarian Bhinneka
Pemeliharaan Tunggal Ika serta




Keutuhan Negara | Pemertahanan dan
Kesatuan Republik | Pemeliharaan
Indonesia Keutuhan Negara

Kesatuan Republik

Indonesia
PROGRAM Persentase 80 % 58.923.950 | Kec.Patia
PEMBINAAN DAN | Desa/Kelurahan ,00 nrowo
PENGAWASAN Cepat Berkembang
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi, Jumliah 99 dokumen 58.923.950 | Kec.Patia
Rekomendasi dan ;| Desa/Kelurahan ,00 nrowo
Koordinasi Cepat Berkembang
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen 66 dokumen 50.225.600, | Kec.Patia
Administrasi Tata | yang Difasilitasi 00 Nrowo
Pemerintahan Desa dalam rangka

Administrasi Tata

Permerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Dokumen 3 dokumen 8.698.350,0 | Kec.Patia
Perencanaan Fasilitasi dalam 0 Nrowo
Pembangunan rangka Perencanaan
Partisipatif Pembangunan

Partisipatif




BABV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan
Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu
indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024
apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum
dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan
penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan
mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara
bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif
dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan

Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan



c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan
Patianrowo dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana
Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Rencana Kerja Kecafnatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya
memperhatikan dan  menerapkan  prinsip-prinsip  koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

NIP. 196805Q1 199202 1 001



